SALINAN

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

Menimbang :

Mengingat

BATU AMPAR KOTA BATAM TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota  Batam
Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Batu Ampar Kota Batam Tahun 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

10. Peraturan. . .
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Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor
108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1);

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Batam Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2022 Nomor 942);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATU AMPAR
KOTA BATAM TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BABII. . .
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BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

(2)

(3)

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan
dokumen perencanaan program dan kegiatan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. BABI :  PENDAHULUAN

b. BABII :  HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

c. BABIII : TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

d. BABIV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

e. BABV : PENUTUP

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 menjadi:

a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah (RKA-PD);

b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk
menyusun Rancangan APBD Tahun 2023; dan

c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD untuk memastikan APBD telah
disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Juli 2022

WALI KOTA BATAM
dto
MUHAMMAD RUDI
Diundangkan di Batam

pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 944
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BAB V
PENUTUP

Dalam Pencapaian keberhasilan pembangunan guna mewujudkan
Visi Kecamatan Batu Ampar “Terwujudnya Kecamatan Batu Ampar
sebagai Determinasi Kota Modern dalam penyelenggaraan pemerintahan
untuk menciptakan pelayanan prima pada masyarakat ” serta untuk
mewujudkan Visi Kota Batam “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia
Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat” maka
perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama serta
meningkatkan etos kerja yang lebih baik yang tercermin dalam
kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan program
kegiatan yang telah dirumuskan.

Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar merupakan Dokumen
Perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan
Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang. Dan dengan
ditetapkannya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Batu Ampar Tahun 2022 ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat berjalan dengan baik.

Perumusan Rencana Kerja Kecamatan Batu Ampar akan dapat
berhasil dengan baik apabila didukung oleh dana yang diajukan serta
dengan komitmen melalui komunikasi secara Top Down maupun secara
Bottom Up Approach.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan yang
diharapkan telah dilalui dengan berbagai proses dalam merespon aspirasi
masyarakat. Dengan demikian sangat diharapkan agar program-program

kegiatan tersebut dapat terealisir dan terlaksana sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat.

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI
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